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BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 067/334 /003/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa dalam upaya penyediaan iinformasi publik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan untuk
melaksanakan Praturan Pemerintah ﬁomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaﬂla Terintegrasi secara
Elektronik, perlu disusun Standar Opetjrasional Prosedur yang
menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan s%ebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Kepﬁltusan Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Perizinaﬂ& Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik pada Dinas Pef:nanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaﬁfen Sragen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195@ tentang Pembentukan
Dfaerah—daerah Kabupaten dalam Lingjkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonésia Tahun 1950 Nomor
42); |

Uhdang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Ibdonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negéra Republik Indonesia
Nomor 4724);



—'-*—

o
3 Uhdang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Uhdang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
N;)mor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
déngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

|
|
|
|
5. Pératuran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
| Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
|
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

| Républik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

\

} T¢rpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah
| ' f

| Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor [72).

‘ MEMUTUSKAN :

: Menetapkan :

KESATU . Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi

: secara Elektronik pada Dinas Penanaman|Modal dan Pelayanan

‘ Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen |dengan diagram alur

i sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Standér Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

dikturn KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, [Standar, Prosedur dan
Kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian masing-

masing sektor.
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KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan képada Yth. :

1.

2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3.
4

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Ditetapkan di Sragen
ada tanggal 31-8%-2020
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Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Kepala DPMPTSP Kébupaten Sragen;

Kabupaten Sragen. -
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